GUBERNUR SULAWES] TENGQUARA

KEPUTUSAN GUBEERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR g_gg TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN DI

Menimbang

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

GUBERNUR SULAWES] TENGGARA,

f

bahwa untuk meninghatkan keaejnhteraan
masyvarakat khususnya nelayan di Sulawesi Tenggara
dan dalam rangka menjaga keberlangsungan dan
keleatarian sumber daya ikan khususnya rajungan di
wilayah perairan Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu
pengelolaan perikanan rajungan;

bahwa dalam rangka pengelolaan perikanan rajungan
guna mendukung terjaminnyn perdagangan jangka
panjang Yang didasarkan pada terjaminnya
kelestarian sumberdaya dan untuk meningkatkan
pertumbuhan  ekonomi, perlu  dibentuk  Komite
Pengelolaan Perikanan Rajungan di Provinsi Sulawesi

Tenggara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar
pelaksanaannya berdayaguna dan berhasilguna, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara
tentang Pembentukan Komite Pengelolaan Perikanan
Rajungan di Provinsi Sulawesi Tenggara;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat
| Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-
undang Nomor 47 Prp, Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Utara-
Tengah dan Daerah Tingkat | Sulawesi Selatan-
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2678);



-2.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Megarn Republik  Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
41 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 5073);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5490);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
secbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
56 /PERMEN-KP/2016 tentang Larangan
Penangkapan dan/ atau Pengeluaran Lobster
(Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan
(Portunus spp) dari Wilayah Negara Republik
Indonesia;

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor T70/KEPMEN-KP/2016 tentang
Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan di Wilayvah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia,



Menetapkan

KESATU

KEDUA

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Prrikanan Nomaor
TIEPEHHEH—“PIF:!{IH] tentang  Jalur  Penonghonpan
Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Thkan o Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia,

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Mo
10 Tahun 2005 Tentang Peogelolnan Pesimir Lot dan
Pulau Pulau Kecil  (Lemmbsran aernh Frovioim

Sulawes) Tenggara Tahun 2085 Nomor 100,

10. Peraturan Dacrah Provins Sulawesi Tenggaion Noanaon
13 Tahun 20016 tentang Pembentukan dan Sosunan
Peranghat Dasar Provinal Sulawes: Tenggnm
{Lembaran Daerah Provins Sulawes) Tenggora Tahon

2016 Momaor 13).

Membentuk Komite Pengelolnan  Perikanan  Rajungan
Provinsi Sulawesa Tenggara, dengan LR F 0
keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran

Keputusan ni

Komite Pengelolaan Penkanan Rajungan scbagannana
dimaksud dalam diktum KESATU mempunyal  tugas

sebagai benkut :
1. Komite Pengarah :

a. membenkan pengarahan kepada komte
Pelaksana dalam menyusun rencana pengelolaan
pertkanan rajungan Provins: Sulawes: Tenggara;

b. mengevaluasi dan membernikan saran terhadap
hasil kerja Komite Pelaksana;

c. menyampaikan laporan dan bertanggungawab
terkair dengan pelaksanaan pengelolaan
perikanan rajungan kepada Gubernur.

2. Komite Pelaksana :

a. melakukan identifikasi dan inventarisasi kondisi
dan permasalahan pengelolaan  perikanan
rajungan di Provinsi Sulawesi Tenggara,

b. menyusun rencana aksi pengelolaan perikanan
rajungan di Provinsi Sulawesi Tenggara;

c. menyiapkan kegiatan pengelolaan penkanan
rajungan di Provinsi Sulawesi Tenggara,

d. melaksanakan kegiatan pengelolaan perikanan
rajungan di Provinsi Sulawesi Tenggara,



KEEMPAT

Komite Pengelolaan Perkanan Rajungan ae lugainiana
dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugnsnye
bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya
kepada Gubermnur dengan berpedoman pada permiurmn
perundang-undangan

Semua biava vang timbul sebagai akibat ditetaphannyva
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah Sulawest Tenggara dan sumber dana lamn

vang sah dan tidak mengikat

Keputusan ini mula berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di hendan
Pada tanggal, 2 - (- - 2017

WESI TENGGARA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : J4/Q TAHUN 2017
TANGGAL : o _ (> - 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PENGELOLAAN PERIKANAN
RAJUNGAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NAMA / INSTANSI | KEDUDUKAN
= - DALAM KOMITE |
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' KOMITE PENGARAH
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" Gubernur Sulawesi 'ﬁ:nggnra .

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara

'KAPOLDA

| D D.ﬁ.NLAN.F.L
Bupﬂtl ‘dan Walikota se-Sulawesi Tenggarn
K-e[}mﬂ. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara

7. | Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Sulawesi

[ Tl.-nggara

3 ' Rektor Universitas Halu Oleo
ﬂ KOMITE PELAKSANA

| ]
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1. dﬁpala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi ' Ketun
[ 31_.11&‘-1'{:51 Tengpara
2. | Kepala Bidang Perikanan Tﬂril-mp Dinas Kelautan ‘ Sekretars

| dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara

3. | Dekan Fakultas Perikanan dan llmu Kelautan Anggota
| Universitas Halu Oleo
4. | Kepala Bidang Budidaya dan P2HP Dinas Kelautan | Anggola

|| dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara

m Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan ' Anggota
.| Penkanan Provinsi Sulawesi Tenggara
6. | Kepala UPTD, PKKP,KKLL Dinas Kelautan dan ‘ Anggota

| Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara
7 —[ Kepala E-ii:tm' P2SDKP Dinas Kelautan dan Anggola
Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara
8. | Kepala Dinas l..mgkungan H:dup Provinsi Sulawesi | Anggota
Tenggara
9. | Kepala Dinas Perindustrian dan Pi:rtlagangan I Anggota
Provinsi Sulawesi Tenggara
10. | Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Muty Anggota
dan Keamanan Hasil Perikanan Kendan
11. | Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan | Anggota
Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara '
12. | Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan | Anggota
Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara




R’ Reepala Dhnas Perhubungan

Lo sl Sl -l ﬂ||PJ.rr|r,|
IMenggnnn
14 hepalin Dinas kehatanam Provins Sulawesd Arippoti
| Tengpara
| 1:1 I"';i"l,‘ﬂ.l“ Ilﬂhr‘ll'[}.'\ I.H.“ I H“I““.-q“ ll"“"“‘:'”" ,l‘.||‘_|er-ljrjl
16 Kepala Dinas kelautan dan Pertknnan harbstiprsten Angpeota
honawe Selptan
17 kepala Dinas Perikanan bonlvpapnatesrn Plovenla i Anppota
18. | kepala Dinas Perikanan Kabupaien Muna ' Anggotn
19, kepala Dinas Kelautan dan Peribanan Kabupaten Anpgoti
} Muna Barat .
ll 20.  Kepala Dinas Perikanan hota Kendari Anggeoln

| 21. ] hepala Dinas Perikanan kabupaten Kolaka Utara | Anggoti
— .
- 22, | Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kolaki Anggota
1! 23. | Repala Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten | Anpgoti
r_ - honawe Utara |
24. | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Anggota
i Ronawe hepulavan |
25 | Ketua DPD HNSI Provinsi Sulawesi Tenggara Anggota
26. SatKer BPSPL Sulawesi Tenggara Anggola
'_2?. - kKoordinator Penvuluh Penkanan Dinas Kelautan Angpotia
X dan Perikanan Provins: Sulawes: Tenggara |
28, :'Aansiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APE]) Angpota
| 29. | Perwakilan Miniplant setiap Kabupaten/ Kota d Anggota
| Provinsi Sulawes) Tenggara .
]‘_E h Perwakilan Pengumpul setinp Kabupaten, hota d Anpggola
' | Provinsi Sulawes: Tenggara
' 31. | Perwakilan Nelavan setiap kabupaten/ kota < Anpprola
- Provinsi Sulawesi Tenggara

ESI TENGGARA,




